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PUTUSAN
Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Tse

o~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 04 September
1975, agama Islam, pekerjaan Staff KONI Kalimantan
Utara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 29 Agustus 1992,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 September
2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor
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263/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 26 September 2017, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
21/21/1/2017, tertanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan

Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai

anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon
dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan
oleh karena Termohon tidak menyukai Pemohon dengan alasan usia

Pemohon lebih tua dari Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi pada bulan Januari 2017 saatmana Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
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8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan
talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:
PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan
permohonannya/bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Mejalis Hakim membacakan surat permohonan

Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat
o Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor 21/21/1/2017 Tanggal 9
Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua
diberi tanda P;
B. Saksi
1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi
Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

» Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Pemohon adalah teman saksi sejak kecil;

» Bahwa Pemohon bernama Indah Triwahyuni;

\4

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

» Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di Hotel
Tawakkal Tanjung Selor;

» Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

» Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga pemohon dan
termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal
tahun 2017 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak
rukun dan tidak harmonis lagi;

» Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga pemohon dan termohon
tidak harmonis disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon;

» Bahwa Termohon hanya sekali mendapatkan izin Pemohon ketika

saat pergi ke Jogjakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2017.

Namun kepergian seterusnya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan

Terkahir Termohon pergi ke Tarakan dan tinggal disana;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

» Bahwa sejak akhir bulan 2017 Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal pemohon tinggal di Tanjung Selor
sedangkan termohon saya tidak tahu secara pasti dimana termohon
bertempat tinggal;

» Bahwa sepengetahuan saya, selama berpisah tempat tinggal
Pemohon dan Termohon masih saling menjalankan kewajiban
sebagai suami isteri;

» Bahwa saksi pernah menasihati pemohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Propinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah

sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

> Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Pemohon adalah Paman saksi;

» Bahwa Pemohon bernama Indah Triwahyuni;

» Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

» Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di Hotel
Tawakkal Tanjung Selor;

» Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

» Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga pemohon dan
termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal
tahun 2017 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak
rukun dan tidak harmonis lagi;

» Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga pemohon dan termohon
tidak harmonis disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon;

» Bahwa Termohon hanya sekali mendapatkan izin Pemohon ketika
pergi ke Jogjakarta sekitar bulan pertengahan bulan Januari 2017.
Namun kepergian seterusnya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan
Terkahir Termohon pergi ke Tarakan dan tinggal disana;

» Bahwa sejak akhir bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon

telah berpisah tempat tinggal pemohon tinggal di Tanjung Selor
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sedangkan termohon saya tidak tahu secara pasti dimana termohon
bertempat tinggal,

» Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal
Pemohon dan Termohon masih saling menjalankan kewajiban
sebagai suami isteri;

» Bahwa saksi pernah menasihati pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah

cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakillkuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh
karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Termohon juga
tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2)
R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek
sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan
permohonan Pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai
dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga
tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadiri persidangan.
Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108
Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan

dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar
mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang

pada pokoknya sebagaimana apa yang didalilkkan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon

dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
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materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Teman dan Keponakan
Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri
untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan
Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat

didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun
2017 dan perpisahan Pemohon dengan Termohonnya, adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308
R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2

Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

» Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan dan telah belum dikaruniai anak;

» Bahwa, sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

» Bahwa, sejak Juli 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya serta selama itu pula
Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah ke Penggugat;

» Bahwa, saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:
» Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang
menikah pada tanggal 8 Januari 2017;
» Bahwa selama pernikahan Penggugat dan belum dikaruniai anak;
» Bahwa sejak Akhir Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal menunjukkan terjadi pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa
keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian
rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh
mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana

dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:
5350 oS Jrn s Ll )il Ll g3 oSl (0 oK1 Gl o A (e
O 8E a 8l LY b 8 ) des

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata
dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut
di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sehingga majelis hakim berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan
bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan
tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah
satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian

yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri
sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan
saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon
tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud

firman Allah dalam suat Al Bagarah ayat 227;

oo man alll (8 Slhall ) g0 30 )

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti permohanan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, dan juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan
Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg. dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli
hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih sebagai

Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:
Ul il Sl Ane ) s ) a5 (8
Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak

diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan
dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk
mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera
Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena
perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan

tersebut harus diartikan salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk
menghadap, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohona Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Tanjung Selor;
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan serta Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tarakan Timur Kota

Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami
Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M.
Pd. dan Mohammad llhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.l., M. Pd. Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad llhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,
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Hamran B., S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan . Rp 550.000,00
3. Biaya Proses : Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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